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ABSTRAK

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) telah berjalan selama lebih dari 10 tahun dan menjadi suatu pedoman
atau acuan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan bagi perusahaan yang memiliki potensi bahaya besar
atau mempekerjakan paling sedikit 100 orang pekerja. Penerapan SMK3 merupakan salah satu upaya
preventif yang harus dilakukan akibat meningkatnya risiko kecelakaan kerja. SMK3 adalah penerapan
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dapat meminimalkan risiko kerugian
moral dan moneter, kehilangan jam kerja, serta keselamatan orang dan lingkungan .Penelitian ini adalah
penelitian gabungan (mixed method). Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data secara kuantitatif
dilakukan untuk mengukur hasil penerapan SMK3 di industri galangan kapal kecil PT. X menggunakan
instrumen audit tingkat awal (64 kriteria SMK3) sesuai PP No. 50 Tahun 2012. Penelitian ini dilakukan
pada Bulan September 2023 - Oktober 2023 yang dengan pengambilan data observasi pada industri
galangan kapal kecil PT X. Digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian penerapan SMK3 di 3
industri galangan kapal kecil PT. X berdasarkan instrumen audit SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 tingkat
awal (64 kriteria) Manajer HSE dari setiap perusahaan di PT. X merupakan responden yang
memberikan dokumen dan keterangan. Hasil penelitian didapatkan fakta bahwa Tingkat kesesuaian
penerapan SMK3 PT. X : 21,88 % ,Tingkat ketidaksesuaian penerapan SMK3 PT. X sebesar 78,12 %
dengan temuan mayor sebesar 51 %, temuan minor sebesar 45 %, dan temuan kritikal sebesar 4 %.

Kata kunci : evaluasi, penerapan SMK3, galangan kapal

ABSTRACT

Government Regulation (CR) Number 50 of 2012 concerning the Occupational Safety and Health
Management System (OSFMS) has been running for more than 10 years and has become a mandatory
guideline or reference to be implemented for companies that have the potential for major hazards or
employ at least 100 workers. The implementation of OSFMS is one of the preventive efforts that must
be carried out due to the increased risk of work accidents. OSFMS is the implementation of an
occupational safety and health management system that will be able to minimize the risk of moral and
monetary losses, loss of working hours, as well as the safety of people and the environment. This
research is a mixed method. In this study, quantitative data processing techniques were carried out to
measure the results of the application of OSFMS in the small shipyard industry of PT. X uses an initial
level audit instrument (64 OSFMS criteria) according to PP No. 50 of 2012. This research was
conducted in September 2023 - October 2023 with observational data taken on the small shipyard
industry of PT X. Used to measure the level of achievement of the application of SMK3 in 3 small
shipyard industries of PT. X based on the audit instrument OSFMS PP No. 50 Year 2012 entry level
(64 criteria) HSE Manager from each company at PT. X is a respondent who provides documents and
information. The results of the study found that the level of suitability of the application of OSFMS PT.
X 1 21.88 % ,The level of non-conformity in the application of OSFMS PT. X is 78.12% with major
findings of 51%, minor findings of 45%, and critical findings of 4%.

Keywords : evaluation, application of OSFMS, shipyard

PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah berjalan selama lebih dari 10 tahun dan
menjadi suatu pedoman atau acuan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan bagi perusahaan
yang memiliki potensi bahaya besar atau mempekerjakan paling sedikit 100 orang pekerja.
Standar internasional yang dipakai untuk SMK3, antara lain ISO (International Organization
for Standardization) 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 tentang Sistem
Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Sistem Manajemen K3 ini harus memiliki fasilitas yang spesifik dan sesuai
dengan ukuran dan sifat kegiatan operasional, desain dan aplikasi harus dipandu oleh Pedoman
ILO (2001) tentang Sistem Manajemen K3, dan juga oleh 10 Keys for Gender Sensitive OSH
Practice Guidelines for Gender Mainstreaming in Occupational Safety and Health (2013)
(ILO, 2019).

Penerapan SMK3 merupakan salah satu upaya preventif yang harus dilakukan akibat
meningkatnya risiko kecelakaan kerja. SMK3 adalah penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dapat meminimalkan risiko kerugian moral dan
moneter, kehilangan jam kerja, serta keselamatan orang dan lingkungan. lingkungan sekitar
akibat kecelakaan (Ramli & S, 2023). PP No. 50 Tahun 2012 dibuat secara umum sehingga
dapat dilaksanakan oleh seluruh jenis perusahaan, namun terdapat kelemahan pada
substansi yang hanya bersifat umum, sehingga tidak dapat dilakukan untuk jenis usaha yang
memiliki kekhususan tertentu antara lain minyak dan gas bumi, pertambangan, konstruksi,
penerbangan, dan perkeretaapian.

Peraturan pelaksana/pedoman dari PP No. 50 Tahun 2012 yang dibuat untuk
memudahkan implementasi SMK3 pada jenis perusahaan yang bersifat khusus. Beberapa
peraturan pelaksana yang merupakan turunan tersebut antara lain: Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 2018
tentang Sistem Keselamatan Perkeretaapian.

Beberapa sektor industri yang memiliki dampak kecelakaan kerja yang cukup tinggi,
salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di galangan kapal (Wrobel, 2016). Galangan
kapal merupakan unsur penunjang untuk memenuhi kebutuhan kelayakan kapal pada saat
melaut. Kegiatan yang dilakukan di galangan kapal yaitu kegiatan perawatan kapal beserta
mesinnya, yang bertujuan untuk menjaga agar kondisi kapal tetap baik (Yilmaz, Yilmaz, &
Celebi, 2015).

Beberapa negara telah memiliki standar khusus terkait dengan penerapan SMK3 khusus
industri galangan kapal. Di Azerbaijan, SMK3 pada industri galangan kapal menggunakan 1ISO
45001 (Aliyev, 2022). Penelitian SMK3 di Turki oleh (Giindogdu & Seyfi-Shishavan, 2021)
mengusulkan metode penilaian risiko dua tahap berdasarkan spherical fuzzy set (SFSs) dan
AHP. Studi (Othman et al., 2018) bertujuan untuk mempelajari SMK3 operasi galangan kapal
di Malaysia khususnya di galangan kapal Kelas C dan Kelas D. Penelitian di Cina oleh (Liu et
al., 2022) menyelidiki faktor manusia yang terlibat dalam kecelakaan operasional galangan

kapal. SMK3 dianalisis menggunakan human factor analysis classification system (HFACS).
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Tingginya angka kecelakaan di industri galangan kapal di Indonesia yang terjadi di setiap
tahun dan risiko yang tinggi dalam pekerjaan pada industri galangan kapal seperti pengelasan,
pengoperasian alat berat, pekerjaan perbaikan dalam ruangan tertutup dengan paparan gas
beracun (confined space), pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian di ruangan terbuka yang
ada menjadi alasan besar untuk mewajibkan industri galangan kapal untuk dapat menerapkan
SMKA3. Industri galangan kapal banyak dijalankan sebagai industri non formal, sehingga minim
pengawasan dari pihak terkait, hal ini berdampak pada rendahnya kesejahteraan dan kurangnya
perhatian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tingginya angka kecelakaan di
galangan kapal yang terjadi di setiap tahun menjadi alasan besar untuk mewajibkan perusahaan
galangan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melakukan rapat koordinasi
penyusunan rancangan SMK3 khusus industri galangan kapal yang didorong oleh tingginya
angka kecelakaan kerja yang terjadi yang juga disertai adanya korban jiwa (fatality). Sektor
industri galangan kapal merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko tinggi
dengan aktivitas yang dapat mengakibatkan ancaman bagi jiwa pekerja, dan mayoritas
mempekerjakan lebih dari 100 orang. Industri galangan kapal tersebut terbagi menjadi 3
kategori (Suryadi, 2012) yakni Industri galangan kapal kecil dengan kapasitas untuk melakukan
pekerjaan pembuatan, perbaikan, pemeliharaan, dan pembongkaran kapal untuk kapasitas di
bawah 500 ton, Industri galangan kapal menengah dengan kapasitas untuk melakukan
pekerjaan pembuatan, perbaikan, pemeliharaan, dan pembongkaran kapal untuk kapasitas 500
ton - 10.000 ton, Industri galangan kapal besar dengan kapasitas untuk melakukan pekerjaan
pembuatan, perbaikan, pemeliharaan, dan pembongkaran kapal untuk kapasitas di atas 10.000
ton

Menurut data yang bersumber dari Kementerian Perindustrian terdapat 250 industri
galangan kapal yang tersebar di Indonesia dengan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban untuk
menerapkan SMKS3 sesuai PP 50 Tahun 2012 yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh
prioritas kepatuhan terhadap standar 1SO dengan tuntutan dari pihak konsumen yang berasal dari
luar negeri. Dengan adanya fakta tersebut, maka penerapan SMK3 sesuai dengan PP No. 50
Tahun 2012 yang seharusnya merupakan sebuah kewajiban (mandatory) masih menjadi
pilihan (voluntary).

Proses audit internal perlu dilaksanakan pada perusahaan galangan kapal. Setiap
pelaksanaan SMK3 di perusahaan galangan kapal perlu dilakukan audit secara berkala karena
perusahaan galangan memiliki risiko kecelakaan yang tinggi. Dengan masih tingginya angka
kecelakaan kerja yang terjadi di industri galangan kapal, maka perlu dilakukan analisis dan
kajian terhadap penerapan SMK3 di industri galangan kapal untuk mencari jawaban terhadap
permasalahan tersebut sebagai bahan pendukung dalam melakukan langkah perbaikan dan
pembuatan kebijakan terkait-

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan SMK3 dengan
menggunakan instrumen audit PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terfokus pada industri galangan kapal kecil.

METODE

Desain penelitian ini adalah penelitian gabungan (mixed method). Dalam penelitian ini,
teknik pengolahan data secara kuantitatif dilakukan untuk mengukur hasil penerapan SMK3 di
industri galangan kapal kecil PT. X menggunakan instrumen audit tingkat awal (64 kriteria
SMK3) sesuai PP No. 50 Tahun 2012. Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan untuk
menggali faktor pendukung dan faktor penghambat di 3 industri galangan kapal kecil PT. X,
dalam melakukan penerapan SMK3 dengan melakukan observasi lapangan, pengumpulan
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dokumen, dan wawancara terhadap informan utama dan informan pendukung.Dalam penelitian
ini dilakukan analisis berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 di 3 Industri Galangan Kapal Kecil
menggunakan checklist daftar 64 kriteria audit SMK3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 dan
wawancara mendalam sebagai pedoman untuk gambaran hasil implementasi SMK3 di ketiga
kelompok industri galangan kapal tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada Bulan September 2023 - Oktober 2023 yang dengan
pengambilan data observasi pada 3 industri galangan kapal kecil PT X. Digunakan untuk
mengukur tingkat pencapaian penerapan SMK3 di 3 industri galangan kapal kecil PT. X
berdasarkan instrumen audit SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 tingkat awal (64 kriteria) Manajer
HSE dari setiap perusahaan di PT. X merupakan responden yang memberikan dokumen dan
keterangan terhadap setiap 64 kriteria tingkat awal di PP No. 50 Tahun 2012 yang merupakan
instrumen penilaian penerapan SMK3 di setiap perusahaan.

Pengukuran dapat dilakukan setelah dokumen diberikan sesuai dengan permintaan peneliti
dan digunakan untuk menggali faktor penghambat dan faktor penunjang penerapan SMK3 di
industri galangan kapal kecil PT. X yang dilakukan dengan observasi, pengumpulan data, dan
wawancara terhadap informan-informan utama dan pendukung yang ada di PT. X. Informan
yang berada pada lingkup penelitian adalah responden terkait yang merupakan pekerja/pegawai
di PT X yang bekerja di setiap divisi/bagian dengan jabatan tertentu untuk dapat memberikan
keterangan yang dibutuhkan terkait dengan penerapan SMK3. Jenis informan yang ada berlaku
untuk PT. X adalah 8 orang.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah: a.
Observasi yang dilakukan dengan pengamatan secara menyeluruh untuk setiap aktivitas sesuai
dengan jenis pekerjaan yang ada di industri galangan kapal dan dilakukan pada setiap
divisi/bagian yang ada, dan b. Wawancara mendalam semi terstruktur di mana peneliti telah
mempersiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan SMK3 di industri
galangan kapal kecil. Pertanyaan yang diberikan kepada setiap informan dapat berbeda urutan
sesuai dengan kebutuhan dan informasi yang ingin digali lebih dahulu oleh peneliti. Tujuan
dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi untuk keperluan penelitian,
memperkuat, serta mengkombinasikan dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk
memberikan hasil analisis yang akurat. Berikut ini adalah beberapa alat digunakan dalam
wawancara.

Data penelitian kualitatif berasal dari berbagai sumber dan dikumpulkan dengan
menggunakan beberapa strategi pengumpulan data (triangulasi) sepanjang waktu, sehingga
menghasilkan varians data yang sangat tinggi. Model Miles dan Huberman digunakan dalam
penelitian untuk analisis data mengikuti model interaktif. Keabsahan data dilakukan sebagai
tahap terakhir dalam proses penelitian. Keabsahan data bertujuan agar penafsiran dan analisis
data dapat dipertanggung jawabkan dan memeriksa apakah data tersebut yang diolah sesuai
dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian. Pengecekan terhadap keabsahan data perlu
dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar objektif, sehingga hasil penelitian dapat
dipertanggung jawabkan. Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah ketekunan
pengamat dan triangulasi. Adapun teknik triangulasi yang digunakan untuk menguji validitas
data dalam penelitian ini terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik

HASIL

Lokasi penelitian ini dilakukan pada 3 wilayah Kabupaten/Kota, andara lain : PT. X di
Kota Semarang. PT. X merupakan industri galangan kapal berlokasi di Kota Semarang dengan
yang telah beroperasi sejak tahun 1982. Perusahaan ini bergerak dalam jenis pekerjaan jasa
docking, perbaikan, floating repair, dan pembuatan kapal baru. Perusahaan ini mempekerjakan
125 orang pekerja dengan berbagai keahlian dan tingkat pendidikan. Untuk mempermudah
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proses bisnis, perusahaan ini membagi jenis pekerjaan ke dalam beberapa departemen yakni
Departemen Keuangan, Departemen Personalia dan Umum ,Departemen Logistik ,Departemen
Pemasaran dan  Kalkulasi  ,Departemen  Utilitas  ,Departemen  Teknik  dan
Perencanaan ,Departemen Reparasi

PT. X mengerjakan pesanan dari dalam negeri berupa kapal ferry, kapal kargo, kapal
inspeksi, dan kapal tunda (fug boat). Terdapat beberapa peralatan dan sarana yang digunakan
dalam proses produksi antara lain Pesawat angkat dan pesawat angkut meliputi : Overhead
crane sebanyak 3 unit, fower crane sebanyak 1 unit, forklift sebanyak 1 unit, mobile crane
sebanyak 1 unit, Pesawat tenaga dan produksi meliputi : mesin bubut sebanyak 1 unit, mesin
potong sebanyak 2 unit, gerinda tangan sebanyak 30 unit, kompresor sandblasting sebanyak 2
unit, genset sebanyak 1 unit ,Instalasi listrik ,Instalasi penyalur petir dan APAR sebanyak 55
unit

Gambaran Penerapan SMK3 PT. X

Evaluasi penerapan dilakukan untuk 10 elemen dan 64 sub elemen/kriteria tanpa
menggunakan elemen 10 (pengumpulan dan penggunaan data) dan 11 (Pengembangan
Keterampilan dan Kemampuan)

Identifikasi dan Evaluasi Penerapan SMK3 di PT. X
Penetapan Kebijakan K3
Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

PT. X telah membuat kebijakan K3 secara tertulis yang disebarluaskan kepada para pekerja
walaupun tidak konsisten yang belum dilakukan kepada pelanggan dan subkontraktor yang
memuat beberapa aspek antara lain Komitmen kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, Penerapan sistem manajemen K3 ,Peningkatan proses kerja, lingkungan, dan mutu
produk layanan secara berkesinambungan ,Pencegahan cidera dan penyakit untuk kinerja
K3 ,Peningkatan perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran

Kebijakan ini telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama pada tahun 2015.
PT. X juga telah membentuk P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
dengan Surat Keputusan tanggal 20 Oktober 2016 dengan No. 560/2126/KK/P2K3/2016 yang
dipimpin Direktur Produksi dan Teknik sebagai penanggung jawab. Kegiatan P2K3 tidak
konsisten dijalankan dan dilaporkan ke pihak eksternal (Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Setempat)

Perencanaan K3
Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3

PT. X telah membuat dokumen IBPR (Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko) untuk
setiap jenis pekerjaan di 7 departemen yang telah memuat jenis aktifitas, sumber bahaya, risiko,
penilaian risiko, pengendalian risiko, dan penilaian risiko setelah dikendalikan yang telah
dibuat di tahun 2016. PT. X belum melakukan penyebaran informasi K3 secara konsisten dan
sistematis kepada para pekerja, tamu, pelanggan, dan pemasok yang dibuktikan dengan : tidak
ada informasi K3 yang dipasang di papan pengumuman di perusahaan, tidak ada media digital
atau penyebaran informasi K3 melalui surel kepada pekerja tamu, pelanggan, dan pemasok,
dan taklimat keselamatan/safety briefing belum dilakukan secara konsisten kepada para pekerja.

Pengendalian perancangan dan kontrak

PT. X yang melakukan pekerjaan jasa docking, perbaikan, floating repair, dan pembuatan
kapal baru yang melibatkan tahapan pemasangan perancah/scaffolding, pengelasan,
pemotongan, blasting, pengoperasian mobile crane, pengoperasian overhead crane,
pengoperasian forklift, pengoperasian mesin bubut, pengoperasian gerinda tangan,
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pengoperasian genset belum dibuat SOP untuk pekerjaan terkait. Untuk kontrak pembelian,
pembuatan kapal, perbaikan kapal, dan docking belum dilakukan identifikasi bahaya dan
pengendalian risiko oleh petugas yang berkompeten (Ahli K3 Umum).

Pelaksanaan Rencana K3
Pengendalian Dokumen

Dokumen K3 seperti prosedur, status kondisi peralatan dan fasilitas, dan sertifikat
kompetensi dan lisensi K3 yang ada pada pekerja yang wajib memiliki (operator pesawat
angkat dan pesawat angkut, operator pesawat tenaga dan produksi, tim penanggulangan
kebakaran, petugas P3K, teknisi perancah, dan Ahli K3 Umum) belum teridentifikasi untuk
status, tanggal pengeluaran, wewenang, dan tanggal modifikasi sehingga belum dilakukan.

Pembelian dan Pengendalian Produk

Pembelian material untuk pekerjaan jasa docking, perbaikan, floating repair, dan
pembuatan kapal baru seperti solar, pelat material, cat, filler las, komponen mesin, dan
komponen perlengkapan lainnya belum ada prosedur pembelian dan khusus untuk bahan kimia
tidak dilengkapi safety data sheet sebagai kelengkapan syarat K3.

Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

Untuk sistem kerja, IBPR telah dibuat untuk seluruh jenis pekerjaan di setiap departemen,
telah dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, namun telah berakhir masa berlaku
kewenangannya (SKP expired). ljin kerja (working permit) belum dibuat untuk pekerjaan
berisiko tinggi seperti : juru las, operator keran angkat (crane), operator mesin bubut, operator
forklift, teknisi perancah (scaffolding), dan teknisi yang bekerja di ruangan terbatas (confined
space). Jumlah APD yang disediakan belum dengan jumlah pekerja yang ada (belum dilakukan
dokumentasi ketersediaan APD sesuai dengan jenis pekerjaan ditambah dengan jumlah
cadangan untuk pengunjung) dan Belum ada daftar periksa untuk kelayakan penggunaan APD
di perusahaan yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia/Standar Internasional.

Untuk kegiatan supervisi, belum ada daftar periksa untuk pengawasan terhadap setiap jenis
pekerjaan yang dilakukan oleh supervisor, selain itu juga terdapat pekerjaan yang dilakukan
dengan membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain seperti : pengelasan dilakukan
di atas perancah (scaffolding) tanpa menggunakan APD sesuai dengan risikonya (full body
harness dan safety helm), Pengangkutan material menggunakan forklift dengan 1 garpu tanpa
memperhitungkan kesetimbangan beban, pengangkatan pekerja yang melakukan
penyemprotan cat menggunakan tower crane dengan keranjang (man basket) yang diangkat
menggunakan tower crane. Untuk seleksi dan penempatan personil, belum dilakukan
pemeriksaan kesehatan pertama dan berkala sesuai dengan Permenaker No. Per. 02/Men/1980.
Penugasan Para Operator Alat Berat, genset, Mobile Crane, Tower Crane, juru las, petugas
ruang terbatas, Petugas P3K dan tim penanggulangan kebakaran belum dilengkapi dengan
lisensi K3 dan sertifikat kompetensi yang berlaku. Hal ini didukung dengan ditemukan
pelaksaanan pengoperasian forklift yang membahayakan keselamatan pekerja dengan
membawa beban menggantung pada 1 garpu tanpa mempertimbangkan stabilitas forklift, dan
terdapat orang yang menumpang berdiri pada badan forklift tanpa menggunakan APD.

Terkait dengan area terbatas, belum dilakukan penilaian terhadap risiko pekerjaan,
sehingga belum dilakukan pembatasan ijin masuk walaupun secara lisan hasil wawancara
berdasarkan keterangan beberapa pekerja disampaikan bahwa terdapat working permit untuk
pekerjaan tertentu seperti : confined space dan pengelasan namun belum dapat dibuktikan
dengan dokumen.

Untuk fasilitas dan penyediaan rambu-rambu K3, Terdapat toilet dengan jumlah sebanyak
10 yang sesuai dengan jumlah pekerja dengan kondisi yang tidak layak (kotor dan tanpa
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penerangan), loker, 3 ruang rapat dengan fasilitas penyejuk ruangan yang sudah rusak, dan pos
satpam. Untuk APAR belum tersedia dengan jarak maksimal 15 meter, sarana P3K seperti
kotak P3K dengan 21 jenis isi, tandu, dan ruang P3K belum tersedia sesuai dengan
Permenakertrans No. Per. 15/Men/2008, Ada beberapa rambu K3 yang sudah terpasang seperti
- area kerja wajib APD (Safety Helmet, Safety Shoes, Safety Googles, Safety Gloves, topeng
las, dan apron), Rambu untuk penerapan 5R dan 1S (Ringkas, Rawat, Rapi, Rajin, Resik, dan
Safety. Untuk rambu untuk titik kumpul, area berbahaya (ruang terbatas/confined space, ruang
genset, gudang penyimpanan bahan berbahaya), jalur evakuasi, tali pengaman/safety line untuk
area pekerjaan berbahaya (pengelasan, pekerjaan perancah, perbaikan mesin), dan rambu wajib
APD di tempat kerja belum ada.

Untuk pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi, Surat layak K3 sesuali
dengan PP No. 5 Tahun 2021 hanya ada untuk forklift, alat berat (excavator), sedangkan untuk
Tower crane, mobile crane, mesin bubut, genset, instalasi listrik, dan instalasi penyalur petir
belum ada.. Sebagian peralatan sudah dilakukan oleh perusahaan jasa K3 yang telah memiliki
petugas yang berkompeten dan berwenang (Ahli K3 di bidangnya) alat berat jenis excavator.
Sedangkan untuk genset, forklift, tower crane, mobile crane, mesin bubut, instalasi listrik, dan
instalasi penyalur petir belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian. pemeliharaan dan
perbaikan peralatan dilakukan oleh teknisi yang belum memiliki sertifikat kompetensi yang
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Untuk peralatan yang sedang dalam kondisi rusak/tidak dapat digunakan belum dibuat
sistem untuk penandaan peralatan yang sedang tidak dapat digunakan. Termasuk untuk
perbaikan, pemasangan, modifikasi, pemeriksaan dan pengujian belum terdapat prosedur
pengamanan peralatan agar tidak membahayakan pekerja dan orang lain di tempat kerja.

Dalam kondisi darurat, telah dibentuk tim penanggulangan keadaan darurat yang
dituangkan ke dalam surat keputusan yang dipasang di tempat yang mudah terbaca, namun
belum diberikan pelatihan terkait, sarana penanggulangan darurat seperti APAR tersedia
dengan jumlah sebanyak 55 yang telah diisi ulang dan disebar sesuai dengan risiko kebakaran,
sarana P3K seperti petugas P3K dan kotak P3K dengan 21 jenis isi, tandu, dan ruang P3K
belum tersedia sesuai dengan Permenakertrans No. Per. 15/Men/2008

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
Standar pemantauan

Supervisi tidak berjalan, masih banyak ditemukan cara kerja yang membahayakan
keselamatan pekerja antara lain : bekerja tanpa menggunakan safety shoes dan menggunakan
sendal jepit, juru las yang melakukan pengelasan sambal merokok di tempat kerja, dan bekerja
menggunakan perancah dengan ketinggian di atas 10 meter tanpa menggunakan APD (helm
dan full body harness), melakukan spraying untuk pengecatan badan kapal menggunakan
keranjang manusia (man basket) sebagai alat bantu angkat dan angkut yang diangkat
menggunakan mobile crane yang tidak memiliki pintu penutup bagian samping dan dapat
membahayakan keselamatan pekerja. Pemantauan/Pengukuran lingkungan kerja seperti faktor
fisika, kimia, biologis, radiasi dan psikologis belum pernah dilakukan sesuai Permenaker No. 5 Tahun
2018. Pemeriksaan kesehatan baik pertama saat pekerja direkrut maupun secara berkala 1 tahun sekali
tidak dilakukan oleh perusahaan.

Pelaporan dan perbaikan dan kekurangan
Perusahaan belum membuat prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja

Pengelolaan Material dan Perpindahannya
Perusahaan belum membuat prosedur untuk pemindahan material, di area kerja, hal ini
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juga terlihat ketika terdapat pemindahan bahan yang membahayakan pekerja (memindahkan
material menggunakan forklift dengan sebelah bagian garpu) tanpa memperhitungkan
kesetimbangan beban dan bukan merupakan peruntukan dari forklift.

Untuk pembuangan limbah, perusahaan belum membuat prosedur untuk Prosedur untuk
penerapan penyimpanan, penanganan, dan pemindahan bahan berbahaya termasuk
pembuangan limbah belum dibuat. Rambu-rambu peringatan tanda bahaya seperti : ruang
terbatas/confined space, area berbahaya (mudah terbakar, risiko tersengat listrik, dan bengkel)
belum disediakan oleh perusahaan.

Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan

Perusahaan memberikan pelatihan kepada anggota manajemen berupa pelatihan Ahli K3
Umum kepada 1 orang manajer HSE di Departemen Teknik, sedangkan anggota manajemen
eksekutif dan pengurus lainnya belum berperan serta dalam pelatihan terkait K3. Pelatihan bagi
pekerja terkait dengan K3 seperti penanganan keadaan darurat, sosialisasi penyakit akibat
kerja, dan penggunaan APD khusus belum diberikan. Perusahaan belum memiliki sistem untuk
manjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau
mengoperasikan peralatan seperti : Petugas P3K, Tim Penanggulangan Kebakaran (kelas D dan
C), Operator Genset, Operator mesin bubut, Teknisi Perancah yang belum memiliki lisensi K3
sebagai kewenangan dalam bekerja yang sesuai dengan Permenakertrans No. Per.
15/Men/2008 dan Kepemnaker No. Kep. 186/Men/1999

Identifikasi Karakteristik Penting dalam Penerapan SMK3 di PT. X

Tabel 1. Penilaian Penerapan SMK3 Tingkat Awal PT. X

No Elemen Jumlah Terpenuhi Tidak Terpenuhi/Tidak Sesuai
Kriteria Jumlah %
(Sub — .
Elemen) Jumlah % Kritikal Mayo Minor
r
1 Pembangunan dan 15 10 67% 0 1 4 33%
Pemeliharaan
Komitmen
2 Pembuatan dan 2 1 50% 0 0 1 50%
Pendokumentasian
Rencana K3
3 Pengendalian 2 0 0% 0 0 2 100%

Perancangan  dan
Peninjauan Kontrak

4 Pengendalian 1 0 0% 0 0 1 100%
Dokumen

5 Pembelian dan 3 0 0% 0 0 3 100%
Pengendalian
Produk

6 Keamanan Bekerja 21 0 0% 1 12 8 100%
Berdasarkan SMK3
Standar Pemantauan 8 0 0% 1 7 0 100%
Pelaporan dan 1 0 0% 0 0 0 0%
Perbaikan
Kekurangan

9 Pengelolaan 7 2 29% 0 5 0 71%
Material dan

Pemindahannya
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12 Pengembangan 4 0 0% 0 1 3 100%
Keterampilan  dan
Kemampuan
Total 64 14 21,88% 2 26 22 78,12%

Pada tabel 1 terlihat hanya 14 kriteria yang memenuhi syarat, sedangkan untuk 50 kriteria
lainnya terdapat 22 temuan yang bersifat minor, 26 temuan yang bersifat mayor, dan 2 temuan
yang bersifat kritikal. Untuk perhitungan hasil pre audit tidak bisa dilakukan karena masih ada
temuan yang bersifat mayor dan kritikal. Walaupun tidak dapat dilakukan penilaian, namun
terdapat beberapa hal penting sebagai berikut Karakteristik pemenuhan paling tinggi yang
terpenuhi adalah untuk penetapan kebijakan K3 yang terpenuhi sebesar 67 % yang didukung
dari sudah terbentuknya P2K3 di PT. X ,Karakteristik pemenuhan paling rendah yang terpenuhi
adalah pada Pelaksanaan Rencana K3 dan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 dengan total
ada 2 temuan yang bersifat kritkal dan 19 temuan yang bersifat mayor yang memberikan
kontribusi sebesar 34,37 %. Kesesuaian terhadap pemenuhan penerapan SMK3 di PT. X adalah
sebesar 21,88 %, sedangkan ketidaksesuaian adalah sebesar 78,12 %. Dari ketidaksesuian
terdapat temuan mayor sebesar 51 %, minor sebesar 45 %, dan kritikal sebesar 4 %.

PEMBAHASAN

Penerapan SMK3 PT. X

PT. X, sebuah industri galangan kapal yang beroperasi di Kota Semarang sejak 1982, fokus
pada pekerjaan jasa docking, perbaikan, floating repair, dan pembuatan kapal baru. Dengan
total 125 karyawan yang memiliki berbagai keahlian dan tingkat pendidikan, perusahaan ini
membagi operasionalnya ke dalam beberapa departemen, seperti keuangan, personalia dan
umum, logistik, pemasaran dan kalkulasi, utilitas, teknik dan perencanaan, serta reparasi.
Pendekatan ini membantu perusahaan dalam mengelola proses bisnisnya dengan lebih efisien
dan terkoordinasi.

PT. X spesialis dalam mengerjakan pesanan kapal dari dalam negeri, termasuk kapal ferry,
kapal kargo, kapal inspeksi, dan kapal tunda (tug boat). Perusahaan ini dilengkapi dengan
berbagai peralatan dan sarana, seperti overhead crane (3 unit), tower crane (1 unit), forklift (1
unit), mobile crane (1 unit), mesin bubut (1 unit), mesin potong (2 unit), gerinda tangan (30
unit), kompresor sandblasting (2 unit), genset (1 unit), instalasi listrik, instalasi penyalur petir,
dan 55 unit APAR. Dengan fasilitas ini, PT. X dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dalam
membangun dan memperbaiki berbagai jenis kapal sesuai spesifikasi yang diminta.

Penetapan Kebijakan K3

Penetapan kebijakan K3 di PT X bertujuan untuk memastikan bahwa perancangan SMK3
dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun
2012 (Irawan & Widiawan, 2023). Penetapan kebijakan K3 di PT X, sebagaimana diterapkan
dalam implementasi SMK3, sangat relevan dengan standar ISO 45001:2018. Kebijakan ini
bertujuan untuk memastikan bahwa perancangan SMK3 di perusahaan dapat berjalan dengan
baik dan efektif, sejalan dengan peraturan pemerintah setempat, seperti PP No. 50 Tahun 2012.

ISO 45001:2018 menekankan pentingnya penetapan kebijakan yang sesuai dengan
konteks organisasi, termasuk kebijakan K3. Oleh karena itu, kebijakan K3 di PT X harus
mencakup komitmen terhadap pemenuhan persyaratan hukum dan standar yang berlaku.
Dalam konteks PP No. 50 Tahun 2012, kebijakan ini juga harus merinci komitmen terhadap
aspek-aspek seperti identifikasi bahaya, pengendalian risiko, pelibatan karyawan, dan
dokumentasi yang diperlukan. Dengan memastikan kepatuhan terhadap kriteria-kriteria yang
tercantum dalam kebijakan, PT X dapat menjamin bahwa implementasi SMK3 mereka tidak
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hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga sesuai dengan standar internasional yang
diatur oleh ISO 45001:2018. Langkah-langkah ini mendorong penciptaan lingkungan kerja
yang aman dan sehat, sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip ISO 45001:2018, seperti
keterlibatan pekerja, manajemen risiko, dan perbaikan terus-menerus. Integrasi kebijakan K3
dengan standar ISO 45001:2018 di PT X menjadi landasan yang kokoh untuk mencapai
keberlanjutan SMK3 dan memastikan pemahaman yang mendalam terhadap norma dan
regulasi yang berlaku.

Pembangunan dan pemeliharaan komitmen terhadap K3 di PT. X telah menjadi fokus
utama, mencerminkan upaya yang signifikan dalam membentuk kebijakan K3 yang sejalan
dengan prinsip-prinsip ISO 45001:2018. Kebijakan ini mencakup aspek-aspek penting,
termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan sistem manajemen
K3, peningkatan proses kerja, lingkungan, dan mutu produk atau layanan secara
berkesinambungan, serta pencegahan cidera dan penyakit. Namun, tantangan muncul dalam
konsistensi penyebarluasan kebijakan ini kepada pelanggan dan subkontraktor. Keselarasan
pelaksanaan kebijakan, terutama dalam kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3), menunjukkan ketidaksesuaian yang perlu segera diatasi. Kurangnya pelaporan
yang efektif kepada pihak eksternal, seperti Dinas Tenaga Kerja Provinsi Setempat,
menandakan adanya kebutuhan untuk memperbaiki sistem pelaporan dan transparansi.

Untuk meningkatkan konsistensi penyebarluasan kebijakan, PT. X perlu mengidentifikasi
dan mengatasi hambatan yang ada, seperti menerapkan metode yang efektif untuk memastikan
bahwa kebijakan K3 mencapai semua pihak terkait. Peningkatan pelaksanaan kegiatan P2K3
juga perlu menjadi fokus, dengan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan komitmen yang tertuang dalam kebijakan. Langkah-langkah ini akan membantu PT. X
untuk mencapai kepatuhan terhadap standar ISO 45001:2018, mengukuhkan komitmennya
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta membangun fondasi yang kokoh untuk
keberlanjutan sistem manajemen K3 di masa depan.

Hal ini dijelaskan dalam penelitian (Narandreswara & Pamardi, 2023) bahwa keberadaan
Panitia P2K3 di perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan dalam melaksanakan
program K3. P2K3 turut aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti
penyelenggaraan sosialisasi mengenai K3, penyaluran APD kepada karyawan sesuai dengan
kebutuhan individu masing-masing, dan melakukan pengawasan langsung guna memastikan
penerapan K3 di lingkungan kerja dapat terlaksana dengan baik.

Kebijakan K3 perusahaan seharusnya diwujudkan melalui P2K3, yang terintegrasi dalam
struktur organisasi perusahaan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah
pedoman yang dijelaskan dengan jelas tentang harapan dan persyaratan untuk semua karyawan
dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu, SOP juga berfungsi sebagai pedoman bagi
seluruh karyawan atau pegawai dalam menjalankan tugas mereka dengan tujuan menciptakan
keamanan dan keselamatan kerja (Kemas & Syam, 2023).

SOP yang berkaitan dengan pelaksanaan K3 di pabrik mencakup langkah-langkah seperti
penggunaan wajib APD bagi setiap orang yang memasuki pabrik, kewajiban karyawan untuk
menggunakan APD selama bekerja, identifikasi dan evaluasi potensi darurat oleh setiap unit
kerja, tanggung jawab tim respon tanggap darurat, serta prosedur penanggulangan dan
pencegahan kebakaran yang harus diikuti dengan baik oleh setiap unit (Narandreswara &
Pamardi, 2023).

Pengendalian perancangan dan kontrak di PT. X mengungkapkan bahwa beberapa aspek
dalam pengendalian pekerjaan, termasuk pemasangan perancah, pengelasan, pemotongan,
blasting, dan pengoperasian alat berat, memerlukan perbaikan substansial sesuai dengan
prinsip-prinsip ISO 45001:2018. Salah satu temuan kritis adalah kekurangan dalam
penyusunan SOP untuk pekerjaan terkait, yang merupakan elemen penting dalam memastikan
keamanan dan kesehatan pekerja. Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko tidak
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dilaksanakan secara konsisten, terutama oleh petugas yang berkompeten seperti Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum.

Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan SOP yang sesuai, yang
mencakup langkah-langkah spesifik untuk setiap tahapan pekerjaan yang melibatkan risiko
tinggi. Integrasi identifikasi bahaya dan pengendalian risiko ke dalam proses perancangan dan
kontrak menjadi kunci untuk meningkatkan keselamatan kerja dan keamanan pekerjaan secara
menyeluruh. PT X perlu menetapkan langkah-langkah konkret untuk segera memperbaiki
kekurangan ini, termasuk pelibatan Ahli K3 Umum dalam proses identifikasi bahaya dan
pengendalian risiko. Langkah-langkah ini akan mengarah pada pemenuhan standar ISO
45001:2018, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menciptakan lingkungan kerja yang
lebih aman bagi seluruh pekerja PT. X.

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis, PT X telah menunjukkan langkah awal
yang positif dengan pembuatan dokumen IBPR untuk setiap jenis pekerjaan, sesuai dengan
persyaratan PP No. 50 Tahun 2012. Meskipun demikian, temuan tersebut juga mengidentifikasi
beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki agar perusahaan sesuai dengan standar K3
yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, serta mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip
ISO 45001:2018. Salah satu kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatan
upaya komunikasi dan edukasi K3 kepada seluruh stakeholders. Adopsi teknologi dengan
antarmuka digital dalam K3 telah diakui sebagai solusi yang bermanfaat, namun perlu
diterapkan secara menyeluruh agar sesuai dengan tuntutan administrasi yang diatur dalam PP
No. 50 Tahun 2012 dan prinsip-prinsip ISO 45001:2018. Dalam pengendalian perancangan dan
kontrak, langkah-langkah konkret harus diambil, seperti pengembangan SOP yang sesuai dan
identifikasi bahaya serta pengendalian risiko yang konsisten. Manajemen K3 perlu menjadi
prioritas utama, dan integrasi langkah-langkah keselamatan kerja dalam setiap tahapan
pekerjaan menjadi kunci untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam perlindungan pekerja,
sesuai dengan ketentuan PP No. 50 Tahun 2012 dan prinsip-prinsip ISO 45001:2018. Melalui
upaya ini, PT X dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan sesuai dengan
regulasi yang berlaku.

Perencanaan K3
Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3

Berdasarkan temuan hasil pembuatan dan pendokumentasian Rencana K3 di PT. X,
langkah awal yang baik telah diambil dengan pembuatan dokumen IBPR untuk setiap jenis
pekerjaan di 7 departemen pada tahun 2016, sesuai dengan persyaratan PP No. 50 Tahun 2012.
Namun, hasil analisis menunjukkan beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki untuk
memastikan kesesuaian dengan peraturan tersebut dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ISO
45001:2018. Kelemahan yang mencakup kurangnya konsistensi dan kesisteman dalam
penyebaran informasi K3 kepada semua pihak terkait, ketidakhadiran informasi K3 di papan
pengumuman, minimnya penggunaan media digital atau penyebaran informasi K3 melalui
surel kepada pekerja, tamu, pelanggan, dan pemasok, serta kurangnya konsistensi dalam
penyelenggaraan taklimat keselamatan, menunjukkan perlunya perbaikan dalam upaya
komunikasi dan pendidikan K3 di seluruh perusahaan.

Perbaikan dalam aspek komunikasi dan pendidikan K3 ini dapat membantu PT. X untuk
lebih memenuhi ketentuan-ketentuan PP No. 50 Tahun 2012 dan mencapai tingkat kesesuaian
yang lebih baik dengan prinsip-prinsip ISO 45001:2018. Dengan meningkatkan transparansi
informasi dan menyelenggarakan taklimat keselamatan secara konsisten, perusahaan dapat
memastikan pemahaman dan keselamatan pekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan
dalam regulasi dan mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yang diinginkan.

Adopsi teknologi digital dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan dalam
konteks Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 di PT. X. Penggunaan media digital,
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seperti papan pengumuman digital atau surel, dapat menjadi alat yang efisien untuk
menyebarkan informasi K3 secara konsisten dan sistematis kepada semua pihak terkait,
termasuk pekerja, tamu, pelanggan, dan pemasok. Dengan memanfaatkan platform digital, PT.
X. dapat meningkatkan aksesibilitas informasi K3, memastikan bahwa semua stakeholder
mendapatkan pemahaman yang seragam tentang prosedur dan kebijakan K3. Teknologi digital
juga dapat digunakan untuk menyelenggarakan taklimat keselamatan secara konsisten, bahkan
secara virtual, memungkinkan partisipasi lebih luas tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Adopsi
solusi teknologi digital di PT. X. dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih
aman dan sehat dengan meningkatkan komunikasi, pendidikan, dan pemahaman mengenai
aspek-aspek K3 di semua tingkatan organisasi.

Penggunaan teknologi dengan antarmuka digital dalam konteks K3 terbukti memberikan
dampak positif terhadap penyebaran informasi keteraturan administrasi (Suandi et al., 2020).
Proses digitalisasi K3 ini dapat diimplementasikan melalui berbagai aplikasi, termasuk yang
berbasis web dan Android (Purnawati et al., 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa
peningkatan kinerja dalam aspek keselamatan kerja di perusahaan dapat mencapai tingkat yang
lebih baik melalui penerapan transformasi digitalisasi pada proses pelaporan dan penyebaran
informasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengidentifikasi sejumlah bahaya
dalam rentang waktu 3 bulan, dan mampu melakukan koreksi dengan sukses sebelum
terjadinya kejadian tersebut (Santoso et al., 2020).

Perbaikan dalam aspek komunikasi dan pendidikan K3 di PT. X tidak hanya akan
membantu memenuhi ketentuan-ketentuan PP No. 50 Tahun 2012, tetapi juga sejalan dengan
prinsip-prinsip ISO 45001:2018. Peningkatan transparansi informasi dan pelaksanaan taklimat
keselamatan secara konsisten adalah langkah-langkah penting dalam mencapai standar
keselamatan dan kesehatan kerja yang diakui secara internasional. ISO 45001:2018
menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan pendidikan yang terus-menerus untuk
mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan memperbaiki aspek komunikasi,
seperti penyebaran informasi K3 kepada semua pihak terkait dan penggunaan media digital,
perusahaan dapat memastikan bahwa semua stakeholders memahami tugas dan tanggung
jawab mereka dalam konteks keselamatan kerja.

PP No. 50 Tahun 2012 menyoroti kebutuhan untuk informasi K3 yang konsisten dan
sistematis, ISO 45001:2018 menekankan peran komunikasi yang efektif dalam menciptakan
budaya keselamatan yang kuat. Melalui taklimat keselamatan yang teratur, PT. X dapat
memastikan bahwa semua pekerja memperoleh pemahaman yang seragam tentang prosedur
dan kebijakan K3. Dengan demikian, perbaikan ini tidak hanya akan membantu mematuhi
peraturan nasional (PP No. 50 Tahun 2012) tetapi juga mengintegrasikan praktik terbaik dan
standar internasional yang diakui, sejalan dengan prinsip-prinsip ISO 45001:2018 untuk
mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal.

Pengendalian Perancangan dan Kontrak

Prosedur untuk melakukan IBPR merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam
mencegah kecelakaan kerja. Hal ini harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dan
kewenangan untuk dapat mengidentifikasi risiko pekerjaan di industri galangan kapal. Dengan
belum adanya IBPR untuk kontrak yang akan dilakukan dengan konsumen maupun sub
kontraktor, maka hal tersebut dapat membahayakan para pekerja dan orang lain yang ada di
tempat kerja dengan perancangan Yyang belum memperhitungkan risiko dan
penanggulangannya. Penelitian oleh (Arifin & Octaviani, 2022) juga mendukung hal ini dengan
Penilaian K3 dilakukan untuk mengevaluasi risiko yang ada di tempat kerja yang diinginkan
menghilangkan, mengurangi, dan mengganti sumber risiko dengan peralatan atau proses yang
lebih aman, atau mengurangi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja.
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Dengan memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur, pekerja dapat bekerja dengan lebih
efisien dan produktif. Prosedur yang tepat membantu menghindari kebingungan, kesalahan, dan
waktu yang terbuang akibat ketidakjelasan atau ketidaktahuan tentang cara melakukan tugas
dengan benar. Dengan demikian, prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dapat meningkatkan
efisiensi operasional dan produktivitas keseluruhan perusahaan.

Pelaksanaan Rencana K3
Pengendalian Dokumen

Hasil penelitian mengenai pengendalian dokumen K3 di PT. X sejalan dengan persyaratan
PP No. 50 Tahun 2012 dan prinsip-prinsip ISO 45001:2018. PP No. 50 Tahun 2012 menegaskan
pentingnya identifikasi yang baik terhadap dokumen K3, termasuk prosedur, status peralatan,
dan sertifikat kompetensi. Hal ini sejalan dengan analisis yang menunjukkan bahwa kelemahan
utama PT. X terletak pada kurangnya identifikasi yang baik terhadap dokumen-dokumen
tersebut. ISO 45001:2018 juga menekankan pada pemeliharaan dan pemutakhiran dokumen
K3 yang sesuai. Kelemahan dalam kurangnya pemeliharaan dan pemutakhiran yang sesuai,
sebagaimana teridentifikasi dalam analisis, menciptakan potensi risiko yang dapat
menghambat efektivitas sistem manajemen K3. Kondisi ini dapat menyebabkan informasi yang
usang atau tidak akurat, yang pada gilirannya meningkatkan risiko terhadap kecelakaan dan
ketidaksesuaian dengan standar K3.

Untuk mengatasi kelemahan ini, PT. X perlu meningkatkan sistem identifikasi dan
pemeliharaan dokumen, termasuk pelabelan, pencatatan status, dan jadwal pemutakhiran yang
teratur. Peningkatan dalam proses ini akan memastikan bahwa dokumen K3 tetap relevan,
akurat, dan sesuai dengan perkembangan perusahaan dan perubahan peraturan K3 yang
mungkin terjadi. Dengan demikian, perbaikan ini bukan hanya sesuai dengan persyaratan
peraturan nasional (PP No. 50 Tahun 2012) tetapi juga mengikuti standar internasional ISO
45001:2018 untuk mencapai keberlanjutan sistem manajemen K3 yang efektif.

Rekomendasi untuk meningkatkan sistem identifikasi dan pemeliharaan dokumen K3 di
PT. X sejalan dengan persyaratan PP No. 50 Tahun 2012 dan prinsip-prinsip ISO 45001:2018.
PP No. 50 Tahun 2012 menegaskan pentingnya identifikasi yang baik terhadap dokumen K3,
seperti prosedur, status peralatan, dan sertifikat kompetensi. Dalam hal ini, peningkatan
pelabelan, pencatatan status, dan penentuan tanggal yang jelas akan mendukung identifikasi
yang lebih baik terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Langkah-langkah yang direkomendasikan, seperti membentuk jadwal pemutakhiran yang
teratur, juga sesuai dengan prinsip-prinsip ISO 45001:2018 yang menekankan pada
pemeliharaan dan pemutakhiran dokumen K3 secara teratur. Melalui implementasi langkah-
langkah ini, PT. X dapat memastikan bahwa dokumen K3 mereka tetap relevan, akurat, dan
sesuai dengan perkembangan perusahaan serta perubahan peraturan K3 yang mungkin terjadi.
Dengan demikian, rekomendasi ini bukan hanya menjadi respons terhadap ketentuan peraturan
nasional (PP No. 50 Tahun 2012) tetapi juga sejalan dengan standar internasional ISO
45001:2018, yang dapat membantu PT. X mencapai keberlanjutan dalam sistem manajemen
K3, meminimalkan risiko ketidaksesuaian, dan meningkatkan keselamatan secara keseluruhan.

Pembelian dan Pengendalian Produk

Hasil temuan mengenai prosedur pembelian di PT. X mencerminkan kebutuhan untuk
meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan PP No. 50 Tahun 2012 dan memperhitungkan
prinsip-prinsip ISO 45001:2018. PP No. 50 Tahun 2012 menekankan pada perlunya prosedur
khusus untuk bahan kimia dan persyaratan berupa Safety Data Sheet (SDS) sebagai bagian dari
syarat K3. Kekurangan dalam prosedur pembelian, khususnya terkait dengan bahan kimia,
dapat membuka peluang bagi ketidaksesuaian, ketidakamanan, dan penggunaan bahan kimia
yang tidak sesuai dengan standar K3 yang berlaku. Ketiadaan prosedur khusus untuk bahan
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kimia dapat pula menyulitkan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang terkait
dengan penggunaan bahan kimia tersebut.

Dengan memperhitungkan prinsip-prinsip ISO 45001:2018, peningkatan dalam prosedur
pembelian, khususnya untuk material seperti bahan kimia, harus memperhitungkan langkah-
langkah kontrol yang ketat dan penggunaan peralatan pelindung diri (APD) yang sesuai. Safety
Data Sheet (SDS,) sebagai sumber informasi detail terkait dengan sifat, risiko kesehatan, dan
langkah-langkah keselamatan untuk bahan kimia, harus menjadi bagian integral dari prosedur
pembelian K3. Melalui peningkatan ini, PT. X dapat memastikan bahwa prosedur pembelian
mereka sesuai dengan regulasi nasional (PP No. 50 Tahun 2012) dan mengintegrasikan aspek-
aspek keselamatan yang diperlukan sesuai dengan standar internasional ISO 45001:2018. Hal
ini akan membantu meningkatkan keamanan, mencegah ketidaksesuaian, dan memastikan
keselamatan pekerjaan dalam penggunaan bahan kimia di perusahaan.

Untuk mengembangkan prosedur pembelian khusus untuk material, terutama bahan kimia,
dan memastikan penyediaan Safety Data Sheet (SDS) pada setiap pembelian di PT. X sejalan
dengan ketentuan PP No. 50 Tahun 2012 dan prinsip-prinsip ISO 45001:2018. Menurut PP No.
50 Tahun 2012, pentingnya prosedur khusus untuk bahan kimia dan ketersediaan SDS sebagai
syarat K3 menunjukkan kepatuhan terhadap standar K3 yang berlaku. Hal ini menjadi langkah
kritis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko potensial terkait dengan
penggunaan bahan kimia di lingkungan kerja, prinsip-prinsip ISO 45001:2018 menekankan
pada pentingnya kontrol yang ketat dan pemahaman risiko terkait dengan pekerjaan berisiko
tinggi, termasuk penggunaan bahan kimia. Pengembangkan prosedur pembelian yang
mencakup langkah-langkah kontrol yang ketat dan pemahaman risiko akan mendukung upaya
PT. X untuk mencapai standar keselamatan yang lebih tinggi. Dengan mengintegrasikan saran-
saran tersebut, PT. X dapat memperkuat sistem manajemen K3 mereka, meminimalkan potensi
risiko, dan meningkatkan kesesuaian dengan regulasi K3, sejalan dengan persyaratan PP No.
50 Tahun 2012 dan prinsip-prinsip ISO 45001:2018.

Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

Dari hasil penelitian, PT. X menunjukkan kekurangan dalam sistem keamanan kerja
(SMK3) yang tidak sepenuhnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP No. 50 Tahun
2012. Temuan ini mencakup beberapa area kritis seperti pemeliharaan lisensi, pengendalian
pekerjaan berisiko tinggi, seleksi dan penempatan personil, area terbatas, fasilitas dan rambu-
rambu K3, pemeliharaan peralatan, dan penanganan kondisi darurat. Kondisi ini juga
mencerminkan ketidaksesuaian sejumlah kebijakan dan praktik perusahaan dengan standar
nasional dan internasional. Dalam konteks PP No. 50 Tahun 2012, keberhasilan perusahaan
dalam mencapai standar keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai memerlukan langkah-
langkah perbaikan yang signifikan. Fokus utama perbaikan harus diberikan pada area kritis
yang disebutkan sebelumnya. Implementasi pembaruan kebijakan dan praktik yang sesuai
dengan standar nasional dan internasional menjadi penting untuk memastikan kesesuaian
perusahaan dengan ketentuan PP No. 50 Tahun 2012. Secara paralel, integrasi dengan ISO
45001:2018 menekankan pada pentingnya sistem manajemen K3 yang efektif. Oleh karena itu,
perusahaan perlu melibatkan langkah-langkah perbaikan ini untuk mencapai standar yang lebih
tinggi dalam keselamatan dan kesehatan kerja, sejalan dengan persyaratan PP No. 50 Tahun
2012 dan prinsip-prinsip ISO 45001:2018. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan yang
diimplementasikan diharapkan dapat membawa PT. X menuju pencapaian standar keselamatan
dan kesehatan kerja yang lebih tinggi, sesuai dengan persyaratan dan norma yang berlaku.

Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012, pemeliharaan lisensi K3 di PT. X, terutama untuk
pekerja yang beroperasi alat berat atau melakukan pekerjaan berisiko tinggi, menjadi aspek
kritis dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. PP tersebut mengakui bahwa lisensi K3
merupakan bukti bahwa seorang pekerja telah menjalani pelatihan dan pengujian keterampilan
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yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu dengan aman dan efisien. Perusahaan perlu
memperhatikan cermat pemeliharaan lisensi, karena lisensi yang sudah berakhir atau tidak
teratur diperbaharui dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja. Keberlanjutan
pelatihan dan pemeliharaan lisensi menjadi kewajiban yang perlu dijaga dengan serius. Sistem
yang efektif untuk memantau dan memastikan bahwa personil dengan lisensi tetap memenuhi
persyaratan dan berada dalam kondisi yang aman perlu diterapkan.

Selain mematuhi PP No. 50 Tahun 2012, integrasi dengan ISO 45001:2018 menegaskan
perlunya memastikan kompetensi dan pengetahuan pekerja untuk melaksanakan tugas dengan
aman. Dengan menjaga lisensi yang berlaku, perusahaan dapat memastikan bahwa pekerja
memiliki pemahaman terkini tentang praktik-praktik keselamatan dan tetap memenuhi standar
keterampilan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pemeliharaan lisensi bukan hanya kewajiban
hukum, tetapi juga merupakan langkah proaktif dalam meminimalkan potensi risiko yang dapat
timbul akibat ketidakpahaman atau kehilangan keterampilan yang diperlukan.

Prinsip evaluasi risiko dan pembatasan izin masuk area terbatas, sebagaimana diatur dalam
PP No. 50 Tahun 2012, mencerminkan pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ISO
45001:2018 terkait manajemen risiko di lingkungan kerja. Evaluasi risiko yang menyeluruh
untuk area terbatas menjadi langkah kritis dalam memastikan keselamatan dan kesehatan
pekerja, sejalan dengan persyaratan manajemen risiko ISO 45001:2018. Evaluasi risiko
mencakup langkah-langkah analisis mendalam terhadap karakteristik area terbatas, sesuai
dengan prinsip-prinsip manajemen risiko yang menekankan pada identifikasi potensi bahaya,
penilaian tingkat risiko, dan pengembangan langkah-langkah pengendalian. Dengan
mengadopsi proses ini, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko dengan lebih baik dan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko
tersebut.

Selanjutnya, langkah-langkah pembatasan izin masuk yang diimplementasikan secara
ketat, sesuai dengan hasil evaluasi risiko, mencerminkan penerapan kontrol dan tindakan
pencegahan yang diusung oleh ISO 45001:2018. Aturan dan prosedur yang jelas terkait dengan
izin masuk ke area terbatas, termasuk kriteria pemberian izin dan langkah-langkah keselamatan
yang harus diikuti, membantu memastikan bahwa pekerja yang bekerja di lingkungan tersebut
memahami risiko yang ada dan melibatkan mereka dalam tindakan pencegahan. Dengan
demikian, implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap
persyaratan PP No. 50 Tahun 2012 tetapi juga sejalan dengan pendekatan sistematis dan
proaktif yang dianut oleh ISO 45001:2018 dalam manajemen risiko dan keselamatan kerja.
Dengan meminimalkan risiko terkait area terbatas, perusahaan dapat mencapai standar
keselamatan yang lebih tinggi, sesuai dengan regulasi K3 yang berlaku, serta meningkatkan
perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja.

Keamanan pekerjaan berisiko tinggi di PT. X, seperti pengelasan, pemotongan, atau
penggunaan alat berat, memerlukan perhatian ekstra dan langkah-langkah kontrol yang ketat
untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Peraturan ini menekankan perlunya
prosedur pengendalian pekerjaan yang jelas, termasuk penggunaan APD yang sesuai dengan
risiko pekerjaan tertentu. PP No. 50 Tahun 2012 juga menyoroti pentingnya proses perizinan
kerja (working permit) yang ketat untuk pekerjaan berisiko tinggi.

Dalam rangka mencapai standar keselamatan yang lebih tinggi, PT. X perlu memastikan
implementasi prosedur pengendalian pekerjaan yang mencakup penggunaan APD yang sesuai
dengan risiko masing-masing pekerjaan. Pekerja harus memiliki pengetahuan yang memadai
tentang penggunaan dan perawatan APD untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi
atau menghilangkan risiko cedera atau bahaya. Proses perizinan kerja yang ketat juga perlu
diterapkan secara konsisten untuk pekerjaan berisiko tinggi. Izin kerja adalah langkah yang
penting dalam memastikan bahwa semua langkah-langkah keselamatan telah diidentifikasi dan
diambil sebelum pekerjaan dimulai, sehingga meminimalkan potensi risiko dan kecelakaan.
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Dengan menerapkan langkah-langkah ini sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012, PT. X dapat
mencapai tingkat keamanan yang lebih tinggi, melindungi pekerja dari potensi risiko serius,
dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus mengintegrasikan
prinsip-prinsip ISO 45001:2018 untuk memperkuat sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja.

Pekerja yang terlibat dalam pekerjaan berisiko tinggi di PT. X memerlukan pelatihan yang
memadai sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 50 Tahun 2012. Pelatihan ini mencakup
pemahaman mendalam terhadap prosedur keselamatan yang relevan dengan jenis pekerjaan
berisiko tinggi yang mereka lakukan. Dalam konteks ISO 45001:2018, pelatihan ini juga
mencakup pemahaman yang benar dan efektif tentang penggunaan APD, penanganan peralatan,
serta langkah-langkah darurat yang harus diambil jika terjadi situasi yang membahayakan.

Pelatihan yang komprehensif ini menjadi investasi penting bagi PT. X, karena membantu
memastikan bahwa pekerja memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk
bekerja dengan aman di lingkungan yang berisiko tinggi. Penerapan pelatihan ini sesuai dengan
regulasi PP No. 50 Tahun 2012 juga merupakan langkah kunci dalam memenuhi standar
keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Dengan
memastikan bahwa pekerja mendapatkan pelatihan yang sesuai, PT. X dapat mencapai tingkat
keselamatan yang lebih tinggi, sejalan dengan prinsip-prinsip ISO 45001:2018 untuk
penguatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Prinsip komunikasi yang efektif dan koordinasi antar tim dianggap sangat penting.
Peraturan ini menekankan perlunya semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja untuk
memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini mencakup
pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah keselamatan dan kesehatan yang harus
diikuti selama pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, pengertian yang baik terhadap potensi
perubahan yang mungkin terjadi selama proses kerja juga menjadi aspek krusial dalam
mencapai keberhasilan dan menjaga keamanan kerja. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini,
perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan terkoordinasi dengan
baik sesuai dengan ketentuan PP No. 50 Tahun 2012.

Kesesuaian dengan PP No. 50 Tahun 2012, terutama terkait fasilitas yang tidak memadai
dan keberadaan rambu-rambu K3, menekankan pentingnya bagi perusahaan untuk menjaga
fasilitas yang mendukung praktik keselamatan yang baik di lingkungan kerja. Fasilitas yang
memadai, termasuk kondisi toilet yang baik, menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan
kerja yang aman dan mendukung kesejahteraan pekerja. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip
manajemen risiko dan keselamatan kerja yang dianut oleh ISO 45001:2018. Fasilitas yang tidak
memadai, terutama toilet yang tidak layak, dapat menghambat penerapan praktik keselamatan
dan kesehatan kerja yang efektif. Oleh karena itu, pemeliharaan fasilitas, khususnya kondisi
toilet, menjadi fokus utama untuk memastikan kenyamanan, kebersihan, dan kondisi sanitasi
yang sesuai bagi pekerja. Fasilitas yang baik tidak hanya berdampak pada kesejahteraan
pekerja, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas.

Keberadaan rambu-rambu K3 yang sesuai dengan standar menjadi krusial dalam
menciptakan lingkungan kerja yang aman. Rambu-rambu K3 berfungsi sebagai panduan visual
yang membantu pekerja mengidentifikasi potensi bahaya, mengingatkan pada prosedur
keselamatan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi K3 yang berlaku. Dengan
memasang rambu-rambu K3 yang jelas dan mencukupi di seluruh area kerja, perusahaan dapat
memberikan petunjuk yang nyata tentang langkah-langkah keselamatan yang harus diikuti,
sehingga mendukung upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai
dengan regulasi K3. Dengan memprioritaskan pemeliharaan fasilitas dan pemasangan rambu-
rambu K3 yang sesuai, PT X dapat memastikan bahwa lingkungan kerja mereka memenuhi
standar keselamatan dan kesehatan kerja yang diamanatkan oleh PP No. 50 Tahun 2012 dan
sejalan dengan prinsip-prinsip ISO 45001:2018. Ini akan membantu menciptakan lingkungan
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kerja yang lebih aman, sehat, dan mendukung produktivitas pekerja. Menurut PP No. 50 Tahun
2012, terutama terkait pemeliharaan dan pengujian rutin peralatan, menekankan pentingnya
bagi perusahaan untuk menjalankan proses pemeliharaan sesuai dengan standar dan regulasi
yang berlaku. Pemeliharaan dan pengujian rutin pada peralatan, seperti alat berat, genset, dan
peralatan lainnya, merupakan langkah krusial untuk memastikan keamanan dan kesehatan kerja
di lingkungan kerja. Peralatan yang tidak terawat dengan baik dapat meningkatkan risiko
kecelakaan dan mengakibatkan potensi bahaya bagi pekerja dan lingkungan sekitarnya. Oleh
karena itu, pemeliharaan yang teratur dan pengujian peralatan menjadi suatu keharusan untuk
memastikan bahwa peralatan beroperasi dengan optimal dan sesuai dengan standar
keselamatan yang ditetapkan.

Dengan menjalankan pemeliharaan dan pengujian rutin sesuai dengan standar dan regulasi
yang berlaku, perusahaan dapat meminimalkan risiko kegagalan peralatan yang dapat
berdampak negatif pada keselamatan dan kesehatan pekerja. Langkah ini sejalan dengan
prinsip-prinsip keselamatan kerja yang diatur oleh PP No. 50 Tahun 2012, yang bertujuan untuk
menciptakan lingkungan kerja yang aman, terkendali, dan mematuhi standar keselamatan yang
berlaku.

Dengan memprioritaskan pemeliharaan peralatan, perusahaan dapat memastikan bahwa
setiap peralatan yang digunakan oleh pekerja beroperasi secara efisien dan aman. Hal ini tidak
hanya melindungi pekerja dari potensi bahaya, tetapi juga mendukung produktivitas dan
kelancaran operasional perusahaan secara keseluruhan. Penerapan praktik pemeliharaan yang
baik juga sejalan dengan prinsip-prinsip ISO 45001:2018, yang menekankan pada perlunya
manajemen risiko dan pemeliharaan lingkungan kerja yang aman.

Menurut PP No. 50 Tahun 2012, penting untuk dijelaskan bahwa keberhasilan penanganan
kondisi darurat sangat tergantung pada pelatihan yang memadai dan rencana tanggap darurat
yang terkoordinasi. PP No. 50 Tahun 2012 menekankan perlunya upaya sistematis dalam
persiapan menghadapi situasi darurat di lingkungan kerja. Pembaruan dan latihan reguler
merupakan komponen kunci dalam memastikan bahwa personil perusahaan memiliki
keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk merespons dengan efektif dalam kondisi
darurat. Ini mencakup pemahaman tentang prosedur tanggap darurat, penggunaan peralatan
keselamatan, serta koordinasi antar tim yang terlibat.

Dengan menjalankan pembaruan dan latihan reguler, perusahaan dapat memastikan bahwa
rencana tanggap darurat mereka tetap relevan, dan personil siap menghadapi berbagai situasi
darurat yang mungkin terjadi. Selain itu, kesesuaian dengan PP No. 50 Tahun 2012
menekankan perlunya koordinasi yang baik antara personil, yang dapat mencakup komunikasi
yang efektif, tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta kesediaan untuk beradaptasi dengan
perubahan situasi. Dalam rangka memenuhi standar yang diatur oleh PP No. 50 Tahun 2012,
PT X perlu secara terus-menerus meningkatkan kesiapan dan respons terhadap kondisi darurat
melalui pembaruan dan latihan rutin. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang
aman dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan pekerja sesuai dengan regulasi yang
berlaku. Dalam konteks ISO 45001:2018, langkah-langkah ini juga mendukung pendekatan
sistematis terhadap manajemen risiko dan tanggap darurat di lingkungan kerja.

Prinsip pemeliharaan rutin peralatan berisiko tinggi di PT. X menuntut agar perusahaan
secara berkala melakukan inspeksi, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan berisiko tinggi
sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Langkah-langkah pemeliharaan rutin ini
mencakup pemeriksaan berkala terhadap kondisi peralatan, penggantian suku cadang yang
sudah aus, dan perbaikan segera terhadap kerusakan yang dapat memengaruhi kinerja peralatan.
Dalam perspektif ISO 45001:2018, pendekatan ini sesuai dengan prinsip manajemen risiko
yang menekankan perlunya pengelolaan risiko secara sistematis di tempat kerja. Melalui
pemeliharaan rutin, PT. X dapat memastikan bahwa peralatan tetap beroperasi secara aman dan
efisien, mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau insiden di lingkungan kerja. Hal
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ini sejalan dengan prinsip-prinsip ISO 45001:2018 untuk penguatan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja, di mana pengendalian risiko dan pemeliharaan peralatan
menjadi elemen kunci dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
Standar pemantauan

Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012, pemantauan terus-menerus terhadap pelaksanaan
pekerjaan dan kinerja pekerja di PT. X menjadi elemen penting dalam menjaga keselamatan
dan kesehatan kerja. Prinsip ini sejalan dengan persyaratan ISO 45001:2018 yang menekankan
pada pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan berkelanjutan di PT. X dapat mencakup
observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, identifikasi potensi risiko baru, dan evaluasi
efektivitas langkah-langkah keselamatan yang telah diimplementasikan. Evaluasi yang
dilakukan sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan dapat membantu perusahaan dalam
mengidentifikasi area-area di mana prosedur atau praktik kerja mungkin memerlukan
perbaikan atau penyempurnaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengadopsi pendekatan
proaktif dalam mencegah risiko dan menjaga keselamatan pekerja di lingkungan kerja.

Pentingnya pemantauan dan evaluasi sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 dan ISO
45001:2018 adalah untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan perlindungan pekerja
terus ditingkatkan. Melalui pemantauan yang cermat, perusahaan dapat mengidentifikasi
potensi risiko, mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan, dan secara keseluruhan
memastikan bahwa lingkungan kerja tetap aman dan sehat. Bahan berbahaya harus
diidentifikasi faktor risikonya seperti : reaktif, mudah terbakar, dan mudah meledak. Hal ini
bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja sesuai dengan
karakteristik bahan yang dibeli. Selaras dengan berbagai standar yang digunakan Indonesia
(SNI) 9030-2 :2021 tentang Sistem Harmonisasi Global dan di dunia seperti NIOSH Pocket
Guide to Chemical Hazards.

Pemantauan kesehatan pekerja melalui pemeriksaan kesehatan pertama, berkala, dan,
khusus juga merupakan hal penting yang berkaitan dengan pengukuran faktor lingkungan kerja
(fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi). Pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi
instrumen sejauh mana dampak dari faktor lingkungan kerja mempengaruhi kualitas kesehatan
pekerja. Adapun risiko ada di industri galangan kapal merujuk pada penelitian yang dilakukan
di Bangladesh oleh Hossain et al., 2018 adalah kebisingan, getaran, dan gas beracun. Regulasi
di Indonesia juga telah mengatur untuk pemeriksaan kesehatan dan pengukuran faktor
lingkungan kerja di Permenaker No. Per. 02/Men/1980 dan Permenaker No. 5 Tahun 2018.

Pelaporan Perbaikan dan Kekurangan

Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan sebuah kerugian besar bagi
perusahaan dan melanggar hak pekerja dan orang lain di tempat kerja untuk mendapatkan
perlindungan terhadap K3. Pelaporan melalui pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa yang dapat
berulang kembali, sekaligus mencari dan memperbaiki kesalahan yang ada pada proses
pekerjaan dari perencanaan sampai dengan supervisi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi
sebagaimana dalam siklus PDCA yang ada di bagian Check. Yang banyak diimplementasikan
di ISO 45001:2008.

Pengelolaan Material dan Pengelolaannya

Prosedur pembuangan limbah dibuat untuk dapat memastikan limbah yang dihasilkan
industri dapat dibuang secara aman, sehingga tidak membahayakan lingkungan perusahaan
maupun masyarakat di sekitarnya. Hal ini harus selaras dengan Peraturan Menteri Lingkungan
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Hidup dan Kehutanan No 6 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Bahan kimia berbahaya yang
disimpan dan digunakan untuk proses produksi seperti : cat, solar, pasir silika, dan steel grit
harus dikelola sesuai dengan prosedur yang dibuat sesuai dengan Kepmenaker No. Kep.
187/Men/1999 tentang Tentang Pengendalian Bahan Berbahaya di Tempat Kerja.

Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3
Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan

Sebagaimana diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012, sejalan dengan pendekatan manajemen
sumber daya manusia yang berorientasi pada keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana
ditekankan oleh ISO 45001:2018. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat untuk
memastikan bahwa personil yang bekerja di PT. X memiliki kualifikasi, kesehatan fisik, dan
pelatihan khusus yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan
aman.

Pertimbangan kompetensi menjadi faktor utama dalam prinsip ini, sesuai dengan ISO
45001:2018 yang menekankan pada kebutuhan akan personil yang memiliki keterampilan dan
pengetahuan yang sesuai dengan tugas yang diemban. Dengan memilih dan menempatkan
personil yang kompeten, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam
mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko, sehingga berkontribusi pada peningkatan
keselamatan di lingkungan kerja.

Pentingnya lisensi K3 dan sertifikat, seperti yang ditekankan dalam PP No. 50 Tahun 2012,
sejalan dengan pendekatan berbasis regulasi yang diusung oleh ISO 45001:2018. Lisensi K3
dan sertifikat mencerminkan bahwa seseorang telah menjalani pelatihan khusus dan memahami
tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, pemilihan dan penempatan personil yang memenuhi
persyaratan lisensi dan sertifikat sesuai dengan prinsip ini menjadi langkah krusial dalam
memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja sesuai dengan ketentuan dalam
PP No. 50 Tahun 2012 dan ISO 45001:2018.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi gambaran penerapan SMK3 dan analisis
karakteristik penting dalam penerapana SMK3 pada industri galangan kapal menggunakan
instrumen audit PP No 50 Tahun 2012 adalah sebagai berikut Tingkat kesesuaian penerapan
SMK3 PT. X : 21,88 % ,Tingkat ketidaksesuaian penerapan SMK3 PT. X sebesar 78,12 %
dengan temuan mayor sebesar 51 %, temuan minor sebesar 45 %, dan temuan kritikal sebesar
4%
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